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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul: “Legalitas Hasil Mediasi dalam Putusan 
Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang No. 
0151/Pdt.G/2015/PA.PP dan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 
0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg)”. ditulis oleh Ahmad Alefza NIM: 
1313010134. Adapun Latar belakang skripsi ini adalah mediasi merupakan 
upaya damai yang dilakukan dengan bantuan mediator kepada para pihak 
yang berperkara. Mediasi terjadi karena adanya gugatan yang dilakukan oleh 
penggugat ke pengadilan. Namun di Pengadilan Agama Padang Panjang 
terjadi mediasi di luar dari posita dan petitum gugatan yang menghasilkan 
kesepakatan damai. Pengadilan Agama Padang Panjang menguatkan hasil 
kesepakatan damai dalam mediasi di luar posita dan petitum surat gugatan 
tersebut. Sementara hakim PTA Padang berpendapat, kesepakatan damai 
dalam mediasi di luar posita dan petitum surat gugatan itu adalah cacat 
hukum karena hakim memutus perkara terhadap yang tidak diminta (ultra 
petitum partium) sehingga membatalkan putusan tersebut. Adapun rumusan 
masalahnya adalah bagaimana legalitas hasil mediasi di luar dari posita dan 
petitum dalam putusan pengadilan oleh hakim PA Padang Panjang dan PTA 
Padang. Pertanyaan penelitiannya adalah apa dasar pertimbangan hakim PA 
Padang Panjang dan hakim PTA Padang, bagaimana tinjauan hukum terhadap 
legalitas mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang. 
Menjawab persoalan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka 
(library researh). Teknik Analisis atau Pengolahan Data bahan yang 
digunakan adalah analisis secara Conten Analysis (kajian isi). Sumber data 
penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber 
data primer yaitu putusan perkara Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.PP dan 
perkara Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg. Sedangkan sumber data 
sekundernya adalah wawancara dengan hakim, bahan perpustakaan yang 
terkait, peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang terkait 
dengan penelitian ini. Temuan penelitian dalam studi ini, pertama, majelis  
hakim Pengadilan Agama Padang Panjang menggunakan dasar hukum KUH-
Perdata Pasal 1338 untuk mengesahkan kesepakatan damai yang terjadi 
dalam mediasi di luar dari posita dan petitum surat gugatan. Kedua, 
Pengadilan Tinggi Agama Padang menggunakan KUH-Perdata Pasal 1337 
untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Padang Panjang. Ketiga, 
mediasi di luar dari posita dan petitum yang menghasilkan kesepakatan 
damai itu sah/legal untuk dilakukan, namun setelah itu para pihak harus 
meminta kepada majelis hakim untuk menguatkan kesepakatan damai itu 
dalam amar putusannya dengan melakukan perbaikan surat gugatan. jika 
para pihak tidak memperbaiki surat gugatannya maka majelis hakim tidak 
boleh menguatkan kesepakatan damai itu, karena mengakibatkan 
putusannya menjadi cacat hukum dan ultra petitum partium. Ultra petitum 
partium itu dilarang dilakukan. 

Kata kunci: Legalitas Hasil Mediasi di Luar Posita Petitum 
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ABSTRACT 

This thesis titled: "Legality of Mediation Result in Court Decision 
(Analysis Decision of Padang Panjang Religious Court No. 0151 / Pdt.G / 
2015 / PA.PP and Padang High Court of Religion No. 0006 / Pdt.G / 2016 
/ PTA.Pdg)". written by Ahmad Alefza NIM: 1313010134. The background 
of this thesis is mediation is a peaceful effort made with the help of mediators 
to the litigants. Mediation occurred because of a lawsuit committed by the 
plaintiff. But in Padang Panjang Religious Court there was a mediation 
outside of posita and petitum lawsuit that resulted a peace agreement. 
Padang Panjang Religious Court confirm the result of a peace agreement in 
mediation outside of posita and petitum lawsuit. Meanwhile the judge of 
Padang High Court of Religion believes that a peace agreement in mediation 
outside of posita and petitum lawsuit is legal defect because the judge 
decides the case unsolicited (ultra petitum partium) therefore revoke the 
decision. The formulation of the problem is how the legality of mediation 
outside from posita and petitum in court decision by judge Padang Panjang 
Religious Court and Padang High Court of Religion. The research question is 
what is the basic consideration of judges Padang Panjang Religious Court and 
judges Padang High Court of Religion, how the legal review of the legality 
mediation conducted by Padang Panjang Religious Court. Answering the 
problem above, the author uses the type of library research. Technique of 
Analysis or Processing The data used is analysis by Conten Analysis (content 
study). This research uses primary data source and secondary data source. 
Primary data source is the decision of case Number 0151 / Pdt.G / 2015 / 
PA.PP and case Number 0006 / Pdt.G / 2016 / PTA.Pdg. The secondary data 
sources are interviews with judges, related library materials, legislation and 
other references related to this research. This research founding, First, the 
judges of Padang Panjang Religious Courts use the legal basis of the Civil 
Code Article 1338 to ratify the peace agreement that occurs in the mediation 
outside of the posita and petitum lawsuit. Second, Padang High Court of 
Religion uses the Civil Code Article 1337 to revoke the decision of the Padang 
Panjang Religious Court. Third, the outside mediation of posita and petitum 
resulting in a peace agreement is legal, but after that the parties must ask the 
panel of judges to reinforce the peace agreement in their decision by revising 
the lawsuit. If the parties do not revise their lawsuit then the judges should 
not reinforce the peace agreement, because it resulted in the decision being 
legal defect and ultra petitum partium. Ultra petitum partium is prohibited. 
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